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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin gangguan berakibat tujuan kebijakan pemungutan

retribusi izin gangguan di Kota Bogor tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

implementasi serta kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi izin gangguan di Kota Bogor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam

dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya baik pada tahapan identifikasi,

penetapan, dan pemungutan retribusi izin gangguan, ditemukan banyak hal yang tidak mendukung

pencapaian tujuan kebijakan. Kendala internal berupa keterbatasan sumber daya, timbulnya biaya tinggi, dan

lemahnya pengawasan. Kendala eksternal berupa minimnya pengetahuan masyarakat tentang retribusi izin

gangguan. Peneliti merekomendasikan penghapusan pemungutan retribusi ini karena ekonomi biaya tinggi

yang ditimbulkan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The low number of businessmen who own nuisance permit in Bogor City impacts in policy goal which

unsucceed. This research aims to analyze the implementation of nuisance permit collection and also the

obstacles that faced by. This research uses qualitative approach with qualitative data collection in depth

interview and observation . The results of this research indicate some process which are identification,

assessment, and collection of nuisance permit collection does not support the policy goals. Internal barriers

such as limited human and capital resources, high direct cost and indirect cost, and weak law enforcement

also external barriers such as the lack of public knowledge are making this policy should be deregulated. It

causing high cost economy. 
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